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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan teori pada Bab II dengan kenyataan yang peneliti 

temukan di lapangan yang dituangkan pada Bab IV, serta hasil analisis yang dilakukan 

peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi syarat “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dalam pencalonan 

kepala desa di Kabupaten Mandailing Natal belum berjalan secara efektif dan 

substantif. Ketentuan tersebut masih dipahami dan diterapkan sebatas 

pemenuhan administratif tanpa disertai indikator, instrumen, maupun 

mekanisme penilaian yang jelas untuk menguji substansi ketakwaan calon kepala 

desa. Ketiadaan aturan pelaksana menyebabkan norma ketakwaan kehilangan 

daya operasionalnya sebagai instrumen seleksi yang selektif dalam proses 

demokrasi desa. 

2. Dalam perspektif sosiologis dan hukum Islam, ketakwaan justru memiliki 

kedudukan yang kuat dan hidup dalam kesadaran masyarakat desa. Ketakwaan 

dipahami tidak hanya sebagai ketaatan ritual, tetapi sebagai integritas moral yang 

tercermin dalam kejujuran, keadilan, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta 

kemampuan memegang amanah kepemimpinan. Pertimbangan masyarakat desa 

dalam menentukan pilihan bersifat komprehensif dan multidimensional, di mana 

nilai agama dan moralitas menjadi dasar legitimasi utama yang dipadukan 

dengan kedekatan sosial, hubungan kekerabatan, serta kapasitas kepemimpinan 

calon. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum negara 

(positive law) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), di mana 

efektivitas norma hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai 

sosial dan religius yang berkembang dalam masyarakat desa. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan agar 

melakukan penyempurnaan regulasi melalui penyusunan aturan 

pelaksana yang lebih jelas dan aplikatif terkait syarat “bertakwa kepada 
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Tuhan Yang Maha Esa”. Penjabaran syarat ketakwaan hendaknya 

diarahkan pada indikator etika kepemimpinan, integritas moral, dan 

tanggung jawab sosial, tanpa menyentuh wilayah privat keyakinan dan 

tanpa menimbulkan diskriminasi antarumat beragama. Bagi panitia 

pemilihan kepala desa, disarankan untuk tetap berpegang pada prinsip 

kepastian hukum, netralitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala desa. Selama belum terdapat pedoman hukum yang jelas, 

panitia sebaiknya tidak melakukan penilaian substantif terhadap aspek 

ketakwaan calon, namun dapat berperan dalam mendorong pelaksanaan 

Pilkades yang bermartabat dan beretika. 

2. Bagi masyarakat desa, disarankan agar tetap menjadikan nilai agama dan 

moral sebagai landasan utama dalam memilih pemimpin desa, sekaligus 

menyeimbangkannya dengan pertimbangan kemampuan, pengalaman, 

dan komitmen calon dalam mengelola pemerintahan desa. Hal ini sejalan 

dengan prinsip kepemimpinan dalam ajaran agama yang menempatkan 

amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama 

kepemimpinan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih 

lanjut konsep ketakwaan sebagai syarat kepemimpinan dalam perspektif 

hukum Islam, hukum tata negara, dan sosiologi hukum, serta melakukan 

perbandingan dengan praktik di daerah lain. Kajian lanjutan tersebut 

diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan 

model regulasi kepemimpinan desa yang berkeadilan, bermoral, dan 

sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat Indonesia. 
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